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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

. d.

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

bahwa agar perencanaan program strategis
pembangunan daerah dapat tercapai, maka perlu
disusun Rencana Strategis Perangkat Dacrah yang
menetapkan program dan kegiatan pembangunan
selama 4 (empat) tahun untuk memberikan
landasan kebijakan dalam rangka pencapaian
tujuan dan sasaran pembangunan yang dapat
dipertanggungjawabkan;

bahwa dengan telah ditetapkaanya Peraturan
Walikota Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana
Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun
2023-2026, maka perlu dilakukan penyusunan
Rencana Strategis Perangkat Daerah;

bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota
Payakumbuh Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢ perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana
Strategis Perangkat Dacrah Kota Payakumbuh
Tahun 2023-2026.



Mengingat

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 19);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang
Hubungan Kcuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 04, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti
UndangOUndang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem



10.

11.

12.

Keuangan Menjadi UndanglUndang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6516);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10});

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun
1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya
Solok dan Payakumbuh:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1114):



13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang  Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1447):

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7
Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat
Tabun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Propinsi
Sumatera, Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor
27);

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun
2021-2026 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera
Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 195);
Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 - 2030
{(Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012
Nomor 1) sebagaimana telah dinbah dengan
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
Payakumbuh Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah
Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 45);
Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7
Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh
Tahun 2012 Nomor 7);



Memperhatikan

Menetapkan

18. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17
Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota
Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);

19. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 03 Tahun
2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota
Payakumbuh Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota
Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 03)

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa
Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA

STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2023 - 2026.

BAB 1
KETENTUAN UMUNM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah  Kota
Payakumbuh.

3. Walikota adalah Walikota Payakumbuh.

4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan
tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan
pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang

tersedia.

5. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber
daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan
masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan,
kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap
pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun



peningkatan indeks pembangunan manusia.

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu
proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang
melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan
didalamnya, guna pemanfataan dan pcengalokasian
sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan
wilayah /daerah dalam jangka waktu tertentu.

. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjuinya

disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang
membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan

Pembangunan.

Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah
Kota Payakumbuh.

. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota

Payakumbuh Tahun 2005-2025, selanjutnya disebut
RPJPD Tahun  2005-2025 adalah dokumen

" perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh)

10.

11.

12,

tahun.

Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh
Tahun 2023-2026, selanjutnya disingkat RPD Kota
Payallumbuh Tahun 2023-2026 adalah dokumen
perencanaan pembangunan daerah bagi daerah yang
masa jabatan Kepala Daerah berakhir tahun 2022
untuk periode 4 (empat) tahun.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh yang
selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Struktur
Tata Ruang Kota yang mengatur struktur dan pola tata
ruang wilayah kota

Rencana  Strategis Perangkat Daerah Lingkup
Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-
2026, selanjutnya disebut Rensira PD, adalah
dokumen perencanaan PD untuk periode 4 (empat)
tahun



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya
disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah
untuk periode 1 (satu) Tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat
Renja PD, adalah Dokumen Perencanaan Perangkat
Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai dari setiap
misi yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis,
dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat
dicapai dalam periode yang direncanakan.

Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari
suatu program atau keluaran yang diharapkan dari

suatn kegiatan atan sub-kegiatan.

Strategi adalah langkah - langkah berisikan program -
program indikatif untuk mewujudkan tujuan yang
ingin dicapai.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh

Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang
berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh
PD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh
pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan

tujuan pembangunan daerah,

Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian
aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran
(outpufy dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu
program.

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai
alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program
atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran
(output), hasil (outcome), dampak (impact).

Keluaran (oufput) adalah suatu produk akhir berupa

barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber



24,

25.

daya pembangunan agar hasil (ocutcome) dapat

terwujud.

. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai

atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam
periode waktu tertentu yang mencerminkan
berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam

satu program.

Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah
berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh
dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program.

Bersifat indikatif adalah bahwa tata dan informasi,
baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun
keluaran dan dampak yang tercantum di dalam

dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang
hendak dicapai dan tidak kaku.

Pasal 2

Renstra PD Tahun 2023-2026 merupakan Perencanaan
Pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 4 (empat)
tahun sebagai penjabaran RPD Kota Payakumbuh Tahun
2023-2026.

(1)

(2)

(3)

Pasal 3

Renstra PD Tahun 2023-2026 ditetapkan oleh
Walikota Payakumbuh.

PD menyusun Renstra PD sesuai dengan tugas dan
fungsi PD serta sesuai dengan wurusan dan

kewenangan PD,

PD yang menyusun Renstra sebagaimana dimaksud
pada ayat (2} terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan;

2. Dinas Kesehatan;

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Pemukiman;



° ® N o

10.

11

17.
18.
19.
20.
21.
22,
23.
24.

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadan
Kebakaran;

Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Dinas Sosial;

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana;

Dinas Ketahanan Pangan;

. Dinas Lingkungan Hidup
12,
13.
14.
15.
16.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
Dinas Perhubungan;

Dinas Komunikasi dan Informatika;

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu;

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

Dinas Pertanian;

Sekretariat Daerah;

Sekretariat DPRD;

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
Badan Keuangan Daerah;

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia;

Inspektorat;

Kecamatan Payalcumbuh Utara;

Kecamatan Payakumbuh Barat;

Kecamatan Payakumbuh Timur;

Kecamatan Payakumbuh Selatan;
Kecamatan Lamposi Tigo Nagori; dan
Kantor Kesbangpol.



BAB II
RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4
Renstra PD harus memuat tujuan, sasaran, program, dan
kegiatan pembangunan dalarn rangka pelaksanaan
Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan
Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi
setiap PD, yang disusun berpedoman kepada RPD Kota
Payakumbuh Tahun 2023-2026 dan bersifat indikatif.

Pasal 5
Sistimatika dokumen Renstra PD Tahun 2023-2026
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-
kurangnya terdiri dari :
a. pendahuluan;
b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;

c. permasalahan dan isu strategis Perangkat

Daerah;
d. tujuan dan sasaran;
strategi dan arah kebijakan;
rencana program dan  kegiatan  serta
pendanaan;

kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan

o

h. Penutup.

Pasal 6
Penyusunan Renstra PD Tahun 2023-2026 harus
mempedomani dan mengacu pada. :
a. RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026;
b. Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra PD
Provinsi;
c. RTRW;
d. Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis
(KLHS) sesuai dengan Tugas dan fungsi PD;
e. Hasil pelaksanaan Forum Perangkat Daerah
dalam Penyusunan Renstra PD.



Pasal 7

Penetapan Renstra PD Tahun 2023-2026 bertujuan

untuk :

(1)

(2)

a. mewujudkan perencanaan teknis PD untuk

periode lima tahun kedepan;

. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan

sinergitas pembangunan antar sektor, antar
wilayah, antar fungsi maupun tingkatan
pemerintahan;

sebagai penjabaran dari RPD Kota Payakumbuh
Tahun 2023-2026 berdasarkan sektor, bidang

tugas, fungsi dan kewenangan PD.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 8

Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian
dan evaluasi kebijakan Renstra PD

Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan
evaluasi Renstra PD Tahun 2023-2026 sebagaimana
dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang — undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal ©

Apabila dalam hal pelaksanaan RPD Kota Payakumbuh
Tahun 2023-2026 mengalami perubahan, maka Renstra
PD Tahun 2023-2026 juga harus mengikuti perubahan
tersebut dan akan ditetapkan dalam Peraturan Walikota.



Pasal 10
Dokumen Renstra PD Tahun 2023-2026 sebagaimana
dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), adalah sebagaimana
terdapat dalam lampiran peraturan ini merupakan satu
kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan
Peraturan Walikota ini.

Pasai i1

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan  Walikota ini  dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh

tanggal 30 Maret 2022
sp‘t—!é‘f{jﬁ\
WAL - .

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 30 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH K AYAKUMBUH,

ANANDA

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2022 NOMOR 06
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KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan
Yang Maha Esa, berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya Inspektorat Kota
Payakumbuh dapat menyelesaikan Penyusunan Rancangan Awal Rencana
Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026.

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026 Inspektorat Kota
Payakumbuh ini dibuat berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Kota
Payakumbuh Tahun 2023-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh 2005-2025, sebagai pedoman
dan acuan dalam penyusunan Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana
Kerja Inspektorat Kota Payakumbuh untuk kurun waktu sampai dengan
Tahun 2026.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih dengan harapan dapat
memberikan manfaat bagi semua pihak dan juga menjadi pedoman bahan

evaluasi dan informasi bagi pelaksanaan tugas.




BAB i

PENDAHULUAN

1.1 Latar Beiakang

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan secara taktis,
strategis selama Kurun wakiu lima tahunan, yang menjabarkan potret
permasalahan pembangunan daerah serta indikasi daftar program dan kegiatan
yang akan dilaksanakan unfuk pemecahan masalah secara terencana dan
bertahap, melalui sumber pembiayaan APBD dengan mengutamakan
Kewenangan wajiv disusul dengan bidang lainnya, sesuai dengan prioritas dan
kebutuhan daerah.

Rencana Strategis ini juga merupakan suatu proses yang berupa
orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai dengan lima
tahun dengan memperhitungkan potensi peluang dan kendala yang ada atau
yang mungkin timbul. Rencana Strategis memuat visi, misi, tujuan, sasaran,
kebijakan program dan kegiatan yang realistis untuk mengantisipasi
perkembangan masa depan yang selanjutnya dijadikan suatu parameter yang
digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan kinerja
penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan menggunakan indikator kinerja
berupa masukan (input), keiuaran (output), hasii (outcome), manfaat (benefits)
dan dampak (impact). Penetapan Indikator Kinerja perlu dilakukan untuk
mengantisipasi kelemahan evaluasi pembangunan saat ini.

Inspektorat Kota Payakumbuh telah menyusun dokumen Rencana
Strategis Tahun 2023-2026 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan
Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 dan Penetapan Peraturan Daerah
No. 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Mengingat Tugas dan Fungsi tersebut, diperlukan suatu Rencana
Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Payakumbuh yang harus direspon dan
diakomodir dalam berbagai penyesuaian perencanaan pembangunan di
Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh. |

Rencana Strategis merupakan salah satu bagian dari sistem yang
bermuara pada pertanggung jawaban mandat yang diberikan pada Pemerintah
untuk melaksanakan tugas-tugasnya.

e —
Ranwal Renstra Inspektorat Kota Payakumbuh 2023-2026 1



1.2 Landasan Hukum
Yang menjadi landasan dalam menyusun Perubahan Rencana Strategis

(Renstra) Inspektorat Kota Payakumbuh adaiah :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah jo
Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan
Pemerintahan Kota Madya Solok dan Payakumbuh {Lembaran Negara
Tahun 1956 Nomor 19),

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman
yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undanglindang (Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor
6573);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6757);
e ———
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10.

~

Peraturan Pemerintan Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lemmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor $6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4563);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tata Cara Penyusunan
Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan
Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6056);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan
Pemeriniah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun
2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 2009 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang
Pedoman Tata Cara Pengawasanh Atas Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 — 2024.

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Ranwal Renstra Inspektorat Kota Payakumbuh 2023-2026 3



12.

13.

14,

15.

16.

17.

1.3

Peraturan iienteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintah Daerah {Berita Negara Republik [ndonesia tahun
2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
reraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 ieniang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera
Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun
2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat
Nomor 195);

Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun Z2010-
2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 1)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wiiayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030
(Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor. 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 45)

Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota
Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh
Tahun 2012 Nomor 7);

Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana
Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 (Lembaran
Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 3

Maksud dan Tujuan

Sebagai Dokumen Induk Perencanaan, Rencana Strategis Inspektorat

Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 yang dimaksud dapat menjadi pedoman

untuk perencanaan tahunan Inspektorat Kota Payakumbuh selama kurun waktu

empat tahunan, selanjutnya tujuan disusunnya Rensira ini adalah sebagai
berikut :

e ——————————
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1. Untuk menyediakan kerangka perencanaan dalam upaya menetapkan
strategi yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2023-2026 yang
meliputi analisis untuk menetapkan tujuan, sasaran, indikator, kebijakan,
program dan rencana kegiatan.

2. Sebagai pedoman dan landasan bagi Inspektorat Kota Payakumbuh dalam
menyusun Rencana Pembangunan Tahunan Inspektorat Kota Payakumbuh
serfa sebagai acuan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
(LK|jIP) Inspektorat Kota Payakumbuh 2023-2026.

3. Sebagai landasan penggerakan Kkinerja jajaran Inspektorat Kota
Payakumbuh selama kurun waktu 2023-2026, yang dapat diukur dan
dievaluasi secara objektif sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan
terutama dalam penyusunan Laporan Kinerja Unit Pelaksana yang menuju

kepada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.4 Sistemaiika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Payakumbuh Tahun 2023-
2026 disusun dengan suatu sistematika yang mengacu kepada Permendagri
No. 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

BAB i PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB Il GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
2.3 Kinefrja Pelayanan Perangkat Daerah
24 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Perangkat Daeran
BAB Il PERMASALAHAN DAN iSU-ISU STRATEGIS INSPEKTORAT
KOTA PAYAKUWMBUH
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Perangkat Daerah

m
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BAB iV
BABV
BAB Vi
BAB VII
BAB Viil

3.2 Telaahan Visi dan iMisi RPJPD 2005-2025 dan RPD 2003-
2026

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Rensira Perangkat Daerah
Provinsi

3.4 Telaahan Rencana Taia Ruang Wilayah

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

TUJUAN DAN SASARAN

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

RENCANA PROGRAN DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
PENUTUP

Ranwal Renstra Inspektorat Kota Payakumbuh 2023-2026 6



BAB il
GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

21 Tugas, Fungsi dan Strukiur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 fentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan ditegaskan dalam
Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 45 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja
Inspektorat, Inspektorat Kota Payakumbuh mempunyai tugas membantu
Walikota membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Inspektorat Kota Payakumbuh
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan;
b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui
audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Waiikota;
Penyusunan laporan hasil pengawasan;

Pelaksanaan Koordinasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi inspektorat;
Pengawasan Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi;

Pelaksanaan Administrasi inspektorat Daerah; dan

- @ ™o oo

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas

dan fungsinya.

I. Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian
keuangan negara/daerah, Inspekiorat Daerah meiaksanakan fungsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Huruf ¢ tanpa menunggu
penugasan dari Walikota dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemeriniah
Pusat.

Tugas dan fungsi Inspektorat ini dituangkan dalam Struktur Organisasi

Inspektorat Kota Payakumbuh sebagai berikut:

1. Inspektur,

2. Sekretaris, membawahi:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan

e ————————v—vra—
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b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Subtansi Program dan Keuangan.

Inspektur Pembantu Wilayah |, membawahi:

- Fungsional Pelaksana Fungsi Pengawasan
a. Jabatan Fungsional Auditor;
b. Jabatan Fungsional P2UPD; dan

c. Jabatan Auditor Kepegawaian (Audiwan).

inspektur Pembantu Wiiayanh il

- Fungsional Pelaksana Fungsi Pengawasan
a. Jabatan Fungsionai Auditor,
b. Jabatan Fungsional P2UPD; dan

c. Jabatan Auditor Kepegawaian (Audiwan).

Inspektur Pembantu Wilayah Il

- Fungsionai Pelaksana Fungsi Pengawasan
a. Jabatan Fungsional Auditor;
b. Jabatan Fungsional P2UPD; dan

c. Jabatan Auditor Kepegawaian (Audiwan).

inspekiur Pembantu Khusus

- Fungsional Pelaksana Fungsi Pengawasan
a. Jabatan Fungsionai Auditor;
b. Jabatan Fungsional P2UPD; dan

c. Jabatan Auditor Kepegawaian (Audiwan).

Kelompok Jabatan Fungsional

STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KOTA PAYAKUMBUH

e

' ! ! '

IRBAN IRBAN IRBAN IRBAN KHUSUS SEKRETARIS
WILAYAHI WILAYAH 1! WILAYAH Hil

' : i i |

1 1 1

l [} I i

v v v v _L ﬁ_L
1. JABATAN ‘ 1. JABATAN 1. JABATAN 1. JABATAN ] KASUBAG UMUM | [ KASUBAG
FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL | DAN | PROGRAM DAN
AUDITOR AUDITOR AUDITOR AUDITOR KEPEGAWAIAN ’ ‘ KEUANGAN
2.PPUPD 2.PPUPD — 2.PPUPD 2.PPUPD
3. AUDITOR 3. AUDITOR 3. AUDITOR 3. AUDITOR i I
KEPEGAWAIAN KEPEGAWAIAN KEPEGAWAIAN KEPEGAWAIAN

PELAKSANA PELAKSANA
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Berdasarkan Peraiuran Walikota Payakumbuh Nomor 45 Tahun 2021

tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian

Tugas Serta Tata Kerja Inspektorat maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.

Inspektur,

Inspekiur mempunyai tugas mempuhyai fugas membantu Walikota

membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur

menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan Kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi
pengawasan;

b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan
melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan
lainnya;

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan

Walikota, dan/atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;

penyusunan laporan hasil pengawasan;

Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;

Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;

@ ™ o o

pelaksanaan administrasi inspektorat; dan

-

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan
tugas dan fungsinya.

i. Dalam hal terdapai poiensi penyalahgunaan wewenang dan/atau
kerugian keuangan negara/daerah, inspektorat daerah melaksanakan
fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) huruf ¢ tanpa
menunggu penugasan dari walikota dan/atau gubernur sebagai wakil
pemerintah pusat.

Sekretaris,

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola,
mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan
umum, kepegawaian, keuangan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris

menyelenggarakan fungsi :
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a. Perencanaan operasional urusan umum, kepegawaian keuangan serta
pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

b. Pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan,
evaiuasi dan pelaporan;

c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan umum, keuangan serta
pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelapcran;

d. Pengoordinasian urusan umum, Keuangan, perencanaan, evaluasi dan
pelaporan Inspektorat;

e. Pengelolaan informasi publik terkait kebijakan inspektorat dan

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

3. Inspektur Pembantu Wilayah,

Inspektur Pembantu Wilyah mempunyai tugas membantu Inspektur dalam

merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan  melaporkan

pelaksanaan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan urusan

pemerintahan pada Perangkat Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur

Pembaniu Wiilayah mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan di
Wilayahnya;

b. Penyelenggaraan kegiatan pengawasan yang menjadi kewenangan di
Wilayahnya;
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di Wilayahnya;

d. Peiaporan pelaksanaan tugas di Wilayahnya; dan

e. Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan

fungsinya.

4. Inspektur Pembantu Khusus,
Inspektur Pembantu Khusus mempunyai tugas membantu Inspektur dalam
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi  dan melaporkan
pelaksanaan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan urusan

pemerintahan pada Perangkat Daerah.

e . __. e
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Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, inspekiur

Pembantu Khusus mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Penyusunan rfencana dan program kerja operasional kegiatan di
Inspektur Pembantu Khusus;

b. Penyelenggaraan kegiatan pengawasan yang menjadi kewenangan di
Inspektur Pembantu Khusus;

¢. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di inspekiur Pembantu
Khusus;

d. Pelaporan pelaksanaan tugas di Inspektur Pembantu Khusus; dan

e. Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya.

2.2 Sumber Daya Perangkai Daerah
2.2.1 Sumber Daya Nianusia

Sumber Daya Manusia yang iersedia pada Inspekiorat Kota
Payakumbuh berdasarkan Pangkat/ Golongan adalah sebagai berikut :

Tabei 2.1
Data Pegawai Inspektorat Kota Payakumbuh
berdasarkan Pangkat/ Golongan Kondisi Februari Tahun 2022

Pangkat/
No. LK PR Jumlah
Golongan
1 | Golongan IV 11 11 22
2 | Golongan il 16 24 40
3 | Golongan Il 1 - 1
4 | Golongan | - - -
Jumlah 28 35 63

Sumber : Bezetting Inspektorat Kota Payakumbuh 2022

m
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Tabei 2.2

Data Pegawai Inspektorat Kota Payakumbuh

berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional Kondisi
Februari Tahun 2022

No

“Jabatan

Eselon

LK

PR

Jumlah

Jabatan Struktural

Inspektur

/b

Sekretaris

lllifa

Inspektur Pembantu

l/a

N = Y

Pl W N

Kasubag

Via

=] P -] -

Jabatan Fungsional

Perencana Ahli Muda

Auditor Ahli Madya

Auditor Ahli Muda

Auditor Ahli Pertama

Nl W N -

D O | =

Auditor Penyelia

Auditor Pelaksana Lanjutan

Auditor Pelaksana

Wl ~| O | A W N =

Pengawas Pemerintahan

Madya

12

Pengawas Pemerintahan
Muda

10

10

Pengawas Pemerintahan

Pertama

11

Auditor Kepegawaian Muda

12

Auditor Kepegawaian

Pertama

13

Fungsional Umum

2

2

Jumlah

28

35

63

Sumber : Bezelling Inspektorat Kota Payakumbuh 2022
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Tabel 2.3
Data Pegawai Inspektorat Kota Payakumbuh
berdasarkan Tingkat Pendidikan Kondisi Februari Tahun 2022

No Tingkat Pendidikan LK PR Jumlah
1 | Strata 2 { Magister) 7 9 16
2 | Strata 1 ( Sarjana) 18 25 43
3 | Diploma IV 1 1 2
4 | Diploma lll 1 - 1
5 | SMU/Sederajat i - 1
6 |SLTP - - -
Jumlah 28 35 63

Sumber : Bezetting Inspekiorat Kofa Payakumbuh 2022

2.2.2 Asei Tetap
Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Inspektorat Kota Payakumbuh
adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Daftar Aset yang di kelola Inspektorat Kota Payakumbuh
Per 31 Desember 2021

No Nama Aset Satuan ‘é‘::;l::; Jumlah Harga
1 | BElectric Generating Set Unit 1 17.248.000
2 | Kendaraan Dinas Bermotor Unit 7 1.050.525.858

Perorangan
3 | Kendaraan Bermotor Beroda Unit 24 294.294 142
Dua
4 1 Universal Tester Unit 1 612.722
5 | Mesin Hitung / Jumlah Unit 1 6.758.830
6 | Alat Reproduksi (Pengganda) | Unit 1 25.000.000
7 { Alat Penyimpanan Unit 47 145.132.572
Perlengkapan Kantor
8 | Alat Kantor Lainnya Unit 3 13.850.000
9 | Meubilair Unit 32 58.684.833

10 | Alat Pembersih Unit 1 2.000.000
11 | Alat Pendingin Unit 11 56.841.040
12 | Alat Rumah Tangga Lainya Unit 7 26.688.600

(Home Use)
13 | Meja Kerja Pejabat Unit g 36.1569.873

. . . o o T
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Jumlah

No Nama Aset Satuan B Jumlah Harga
arang
14 | Kursi Kerja Pejabat Unit 6 20.303.648
15 | Peralatan Studio Video Dan Unit 3 30.696.568
Film
16 | Alat Komunikasi Telephone Unit 1 4.009.500
17 | Personal Komputer Unit 23 187.570.768
18 | Peralatan Jaringan Unit 3 5.476.488
19 | Peraiatan Personal Komputer | Unit 19 73.644.125
20 | Jaringan Distribusi Unit 27.582.506
21 | Jaringan Telepon Diatas Unit 454.098
Tanah
22 | Buku Umum Eks 8 1.248.500
23 | Buku Ilmu Sosial Eks 75 8.689.750
24 | Buku limu Bahasa Eks 2 119.350
Jumlah 285 2.093.591.771

2.3

Sesuai dengan Renstra Inspektorat Kota Payakumbuh di Tahun 2017-
2022 yang selanjutnya dilakukan beberapa kali perubahan untuk menyesuaikan
perubahan yang terjadi, dengan tetap mengacu pada pencapaian visi misi,
secara umum pelaksanaan program kegiatan yang telah ditetapkan dapat
dilaksanakan dengan nilai baik, hal ini terukur dari pencapatan target yang telah

ditetapkan dapat terealisasikan.

Berikut uraian secara ringkas capaian IKU inspektorat Kota Payakumbuh

di Tahun 2017-2022 sebagai berikut :

Kinerja Peiayanan Perangkat Daerah
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Tabel 2.5

Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Payakumbuh

Indikator Kinetja Seswal Target Target Indikator Kinerja Perangkat Daerah Reallsasl Capalan Indikator Kinerja Raslo Capalan (%} c}::iil:n
No Tugas dan Fungsi d::ral:T; Akhlr Ket
Perangkat Daerah Igens{ra 2017 | 2018 | 2019 { 2020 | 2029 | 2022 2017 2018 | 2019 | 2020 204 2017 2018 2019 2020 2021 Re(rolfs)tra
]
1 Nilat Indeks Reformasi 45 50 55 60 - - 5686 | 5963 | 6180 | 64,20 - 12636 | 134,82 | 130,20 | 107,00 - 107,00 IKU
Birckrasi
Persentase Perangkal - 48,38 | 5483 | 61,28 | 67,74 - - 8355 | 83g7 | 100 109 - 193,37 | 15296 | 163,96 | 14762 . 147 62 KU
o | Daershyg akuntabllitas
kinerjanya meningkat per
tahun
NBai evaluasi AKIP - B BB BB A - - A A A Ah - 100,00 | 120,00 | 12000 | 11667 - 116,67 IKU
3 Inspektorat yg dibarikan
oleh tim evaluasi AKIP
Parsentase Rekomendasi - 59 59 59 82 - - 8216 | 8512 | 86,02 | 88,32 - 139,25 | 144,27 | 14580 | 146,31 - 148,31 IKU
4 | HasllPemerksaan
Ekstemal yg ditindaklan]uti
Parsentase Rekomandasi . B0 60 60 60 - - 7821 | 80,80 | 6442 | 5959 - 130,35 | 13467 | 107,37 99,92 - 99,92 KU
5 Haslt Pemeriksaan Intamal
yq ditindaklanjut :
[ Fersentase Perangkat - 16,13 | 258 | 3548 | 45,16 - - 6452 | 81,48 | 77,78 | 80,65 - 400,00 | 31581 | 219,22 | 178,59 - 178,58 KU
Daerah yg Bebas dari
{emuan Kevangan
7 Persentase Perangkat - 16,13 | 258 | 3548 | 4516 - - 8065 | 6296 | 74,07 | 61,29 - 500,00 | 244,03 | 208,77 | 135,72 - 135,72 IKU
Daerah yg Bebas dari
temuan Aset
8 Nilal Indek Reformasi 65 - - - - 65 B85 - - - - £8,42 - - - - 105,2 105,26 KU
Birokrasi pada Area 6
Pengawasan
] Nllai AKIP Kualitas Evaluasi A - - - - A A - - - - A - - - - 100% 100% KU
10 | % Perangkat Daerah yang 100% - - - - 100% | 100% - - - - 100% - - - - 100% 100% KU
meningkat nilal evaluast
Internal dan Ekstemal

m
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Berdasarkan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja instansi
Pemerintah Nomor : B/200/AA.05/2021 tanggal 31 Maret 2021,
menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Payakumbuh harus mereview
kembali dokumen perencanaan secara menyeluruh, memastikan Sasaran
Strategis dan Indikator Kinerja berkualitas.

Untuk itu, Inspektorat Kota Payakumbuh melakukan perubahan
Indikator Kineija Utama Inspektorat berdasarkan Keputusan Inspektur
Nomor : 700/35/Kpts/Insp-Pyk/2021 tanggal 01 Agustus 2021 dengan 4
(empat) sasaran dari 2 (dua) tujuan dengan 8 (tujuh) indikator kinerja (out
comes) dengan rincian sebagai berikut :

» Tujuan 1 Sasaran 1 terdiridari 1 indikator
» Tujuan 2 Sasaran 1 terdiridari 2 indikator

Sasaran Strategis meningkatnya penguatan pengawasan dengan
Indikator Kinerja Nilai Indek Reformasi Birokrasi pada Area Pengawasan
ditetapkan berdasarkan Renstra Inspekiorat Kota Payakumbuh Tahun
2017-2022, Tahun 2021 merupakan tahun kelima Renstra Inspektorat
Kota Payakumbuh dimana realisasi dan nilai capaian kinerja tahun 2021
untuk Sasaran Kinerja Nilai Indek Reformasi Birokrasi pada Area
Pengawasan dengan realisasi nilai indeks 68,42 dari target 85 untuk
Tahun 2021 sehingga nilai capaian kinerjanya adalah 105,26% dengan
kategori Sangat Baik.

_ Realisasi kinerja untuk indikator ini pada tahun 2021 meningkat
sebesar 4,22 poin jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2020.
Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra maka
capaian kinerja tahun 2021 adatah 105,26 % sehingga dari tabel diatas
dapat kita simpulkan bahwa capaian kinerja sasaran ini sudah sangat baik

Sasaran Strategis meningkatnya Kualitas Evaluasi dengan
Indikator Kinerja Nilai AKIP Kualitas Evaluasi ditetapkan berdasarkan
Renstra Inspekiorat Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022, Tahun 2022
merupakan tahun kelima Renstra Inspektorat Kota Payakumbuh dimana
realisasi dan nilai capaian kinerja tahun 2021 untuk Sasaran indikator Nilai

m
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AKIP Kualitas Evaluasi adalah A dari target A di tahun 2021 sehingga
nilat capaian kinerjanya adalah 100% dengan kategori Sangat Baik.
Realisasi kinerja untuk indikator ini pada tahun 2021 sama dengan tahun
2020. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra
maka capaian kinerja tahun 2021 adalah 100% sehingga dari tabel diatas
dapat kita simpulkan bahwa capaian kinerja sasaran ini sudah sangat
baik.

Sasaran Strategis meningkatnya Kualitas Evaluasi dengan
indikator Kinerja % Perangkat Daerah yang meningkat nilai evaluasi
Internal dan Eksternal ditetapkan berdasarkan Renstra Inspektorat Kota
Payakumbuh Tahun 2017-2022, Tahun 2022 merupakan tahun kelima
Renstra Inspektorat Kota Payakumbuh dimana realisasi dan nilai capaian
Kinerja tahun 2021 untuk Sasaran indikator ini adalah 100% dari target
100% di tahun 2021 sehingga nilai capaian kinerjanya adalah 100%
dengan kategori Sangat Baik.

Realisasi kinerja untuk indikator ini pada tahun 2021 sama dengan
tahun 2020. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir periode
Renstra maka capaian kinerja tahun 2021 adalah 100% sehingga dari
tabel diatas dapat kita simpulkan bahwa capaian kinerja sasaran ini sudah
sangat baik.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tantangan yang dihadapi
oleh Inspektorat Kota Payakumbuh dalam pengembangan pelayanan
Perangkat Daerah pada 4 (empat) tahun mendatang adalah sebagai
berikut :

1. Tantangan
a. Belum optimalnya penguatan Pengawasan dilingkungan
Pemerintah Kota Payakumbuh.
b. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Kota
Payakumbuh.

- @@ o _ O o 00O
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2. Peiuang

Adanya regulasi tentang:

- Pengeiolaan Keuangan dan Aset (Permendagri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan
Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah)

- Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah {(Perpres No. 29 Tahun
2014)

- Dukungan Dana Mandatory Spending untuk Pengawasan sebesar
1,00 % dari APBD,

- Teknologi informasi yang semakin berkembang.

@ _ O 0 o000
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BAB iil
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1 Iideniifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Perangkat Daerah

Inspektorat Kota Payakumbuh sebagai unsur pengawas
penyelenggaraan Pemerintah Daerah mempunyai tugas pokok melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan
pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Kota.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan ditemukan
beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Belum Opiimainya Penguatan Pengawasan di Lingkungan
Pemerintah Kota Payakumbuh
Masih kurangnya komiimen yang dari Kepala Perangkat Daerah
untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah
Kota Payakumbuh.

2. Belum Optimalnya Kualitas Evaluasi di Lingkungan Pemerintah
Kota Payakumbuh
Belum seluruh Kepala Perangkat Daerah optimal dalam pemahaman
SAKIP di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.

3. Belum optimainya pengawasan Internal
Tenaga fungsional (JFA, PPUPD dan Auditor Kepegawaian) belum
semuanya memiliki kemampuan dan keahlian dalam bidang
pengawasan teknis dan administrasi/ keuangan baik kapasitas,
kompetensi, kapabilitas maupun integritas, sehingga belum mampu
menunjang kualitas hasil pemeriksaan dan memberikan pelayanan
pengawasan yang maksimal serta profesional.

4. Kurangnya Tenaga Fungsional (JFA, PPUPD, dan Auditor
Kepegawaian) yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam

bidang pengawasan teknis dan administirasi/ keuangan;
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inspektorat Kota Payakumbuht memiliki kekurangan jumlah Tenaga
Fungsional (JFA, PPUPD, dan Auditor Kepegawaian), sedangkan
Tenaga Fungsional merupakan pionir didalam hai pembinaan dan
pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat.

Dari 4 (empat} permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Inspektorat Kota Payakumbuh diatas dapat dirangkum menjadi
2 (dua) Isu strategis antara lain :

1. Belum Optimalnya Penguatan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah
Kota Payakumbuh

2. Belum Optimalnya kualitas Evaluasi di Lingkungan Pemerintah Kota
Payakumbuh

3.2 Telaahan Visi dan Wisi RPJPD 2005-2025 dan RPD 2003-2026

Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kota Payakumbuh 2005-2025 yaitu “Terwujudnya Payakumbuh sebagai
Kota Maju dengan pengembangan Sentra Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah”

Misi pembangunan daerah dalam RPJPD Kota Payakumbuh
ditetapkan sebagai berikut : '

1. Mewujudkan tata kehidupan beragama dan berbudaya berdasarkan
falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”;

2. Mewujudkan tata pemerintahan daerah yang baik, demokratis,
berlandaskan hukum dan dilaksanakan secara partisipatif;

3. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui
perbaikan mutu pendidikan, derajat kesehatan masyarakat dan
kesejahteraan sosial;

4. Mewujudkan sentra usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang
produktif dan efisien serta mampu bersaing didunia giobal;

5. Mewujudkan prasarana dan sarana perkotaan yang cukup dan
berkualitas baik;

- . ————— ]
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6. Mewujudkan lingkungan hidup kota yang tertata baik, bersih, hijau

dengan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJPD Kota Payakumbuh Tahun
2005-2025, maka tugas dan fungsi Inspektorat Kota Payakumbuh terkait
erat dengan pencapaian misi ke-2 “iMewujudkan {ata pemerintahan
daerah yang baik, demokratis, berlandaskan hukum dan
dilaksanakan secara partisipatif™.

Faktor-faktor Penghambat :

1. Masih kurangnya komitmen yang dari Kepala Perangkat
Daerah untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi di Lingkungan
Pemerintah Kota Payakumbuh.

2. Masih rendahnya pemahaman ASN terhadap regulasi
pengelolaan keuangan dan aset serta Sistem Akuntabilitas
Instansi Pemerintah.

3. Belum optimalnya penguatan pengawasan di Lingkungan
Pemerintah Kota Payakumbuh melalui regulasi tentang
Pengelolaan Keuangan dan Aset dan Sistem Akuntabilitas
Instansi Pemerintah.

4. Masih kurangnya Tenaga Fungsional (JFA, PPUPD, dan
Auditor Kepegawaian) yang memiliki kemampuan dan keahlian
dalam bidang pengawasan teknis dan administrasi/ keuangan.

Faktor-faktor Pendorong :

1. Adanya regulasi terkait Pengelolaan Keuangan dan Aset
(Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 19 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengeiolaan Barang Milik Daerah)

2. Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Perpres No. 29
Tahun 2014)

3. Dukungan Dana Mandatory Spending untuk Pengawasan
sebesar 1,00 % dari APBD.

4. Teknologi informasi yang semakin berkembang.

e e ——
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Penentuan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah
Kota Payakumbuh ini didasarkan pada hasil telaahan kajian kebijakan dan
agenda pembangunan sektoral, Regional, Nasional dan Global seperti
yang dituangkan pada BAB IV. Dengan demikian maka tujuan dan
sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-
2026 diharapkan telah selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005 - 2025,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020- '
2024, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Sumatera Barat 2021-2026 dan RPJMD daerah tetangga.
Keselarasan RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 dengan RPJPD
Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025.

3.3 Teilaahan Rencana Strategis Kementerian/ Kelembagaan
3.3.1 Telaahan terhadap Renstra Kementerian Dalam Negeri

Dalam Rencana Strategis Kementrian Dalam Negeri terkait dengan
tupoksi pengawasan dapat dijelaskan :

o Sasaran Stategis :

a. Menguatnya peran Gubernur sebagai wakil pemerintah dalam
melaksanakan koordinasi pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan pemerintah di daerah.

b. Meningkatnya akuntabilitas pengeioiaan keuangan
Kementrian Dalam Negeri untuk mendapatkan Opini BPK atas
Laporan Keuangan dengan predikat Wajar Tanpa
Pengencualian (WTP) berbasis akrual.

c. Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi
untuk mendapatkan akuntabilitas kinerja kategori A dan
Indeks Reformasi Birokrasi kategori B.

¢ Program :

- . . . - —_ 00—
Ranwal Renstra Inspektorat Kota Payakumbuh 2023-2026 22




Pengawasan Internal Kementerian Dalam Negeri dan
Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dengan
sasaran program ;

a. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good
governance and good government) di lingkungan Kementrian
Dalam Negeri.

b. Pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di
daerah yang baik dan pemerintahan yang berintegritas di
lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah.

3.3.2 Telaahan terhadap Renstra Inspektorat Provinsi

Dalam mencapai tujuan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dalam
meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan akuntabilitas kinerja
pemda dengan indikator Opini WTP untuk Laporan Keuangan dan
Evaluasi SAKIP dengan predikat A, maka yang menjadi sasaran
Inspekiorat yaitu :

1. meningkatnya kapabilitas APIP yang mana dapat dilihat dari
tingginya Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah
(APIP)

2. meningkatnya kualitas pengendalian internal pemerintah yang
dapat dilihat dari peningkatan maturitas Sistem Pengendalian
Interen. Pemerintah (SPIP).

Sesuai Perka BPKP Nomor PER-1633/K/Jf/2011 Kapabilitas APIP
adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang
terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu, kapasitas, kewenangan dan
kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan
peran APIP secara efektif. Kapabilitas APIP Provinsi Sumatera Barat saat
ini berada pada Level 3 Integrated yang menunjukkan bahwa praktik
professional dan audit internal telah ditetapkan secara seragam dan telah
selaras dengan standar, dimana APIP mampu menilai efesiensi, efetivitas,

m
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dan ekonomis suatu program/kegiatan dan mampu memberikan konsultasi
pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.

Sementara SPIP berdasarkan Perka BPKP nomor 4 Tahun 2016
Maturitas SPIP adalah kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar
yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang
terstruktur dan berkelanjutan. Provinsi Sumatera Barat saat ini berada
pada Level 3 Terdefenisi yang mana artinya telah melaksanakan praktik
pengendalian interen dan terdokumentasi dengan baik, namun evaluasi
atas pengendalian interen dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai.
Beberapa kelemahan pengendalian terjadi dengan dampak yang cukup
berarti bagi pencapaian tujuan organisasi.

Berdasarkan Level Kapébilitas APIP dan Level Maturitas SPIP
dapat diketahui kualitas pengawasan yang dilakukan Inspektorat Daerah
Provinsi yang bertugas sebagai fungsi pengawasan. Sementara dalam
mencapaj tujuan Inspektorat untuk meningkatnya organisasi yang
akuntabel dan melayani dengan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja dan
Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan intemal Organisasi, maka yang
menjadi sasaran Inspektorat yaitu :

1. meningkainya akuntabilitas kinefja organisasi yang mana dapat
dilihat dari tingginya nilai akuntabilitas kinerja opd yang diperiksa
oleh Inspektorat.

2. meningkatnya kualitas pefayanan internal organisasi yang dapat
dilihat dari tingkat kepuasan terhadap pelayanan internal pada
Inspektorat. 4

" Sasaran strategis yang akan dicapai Inspektorat Daerah Provinsi
dapat dilihat pada tabel berikut :

—_— e — Y
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Tabel 3.1

Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN

SASARAN INDIKATOR KE-
NO| TUJUAN | grpaTEGIS | KINERJA | SATUAN
1 2 3 4 5
1 | Meningkatnya Opini Opini WTP WTP WTP WTP WTP
Kualitas Laporan ‘
Pengelolaan Keuangan
Keuvangan Nilai Predikat BB BB BB BB A
dan Evaluasi (77,00) | (78,00) | (78,50) | (79,00) | (80,0M)
Akuntabilitas SAKIP
Kinerja Meningkatnya | Tingkat Level 3 3 3 4 4
Pemda Kapabilitas Kapabilitas
APIP APIP
Meningkatnya | Tingkat Level 3 3 3 4 4
Kualitas Maturitas
Pengendalian | SPIP
Internal
Pemerintah
2 | Meningkatnya Nital Predikat A A A A A
Organisasi Akuntabiiitas (81,50) | (81,65) | (81,75) | (81,90) | (82,02)
yang Kinerja
Akuntabel dan Tingkat Nilai
Melayani Kepuasan 80,00 80,50 80,75 81,00 81,50
terhadap
Pelayanan
internai
Organisasi
Meningkatnya | Nilai Predikat A A A A A
Akuntabilitas Akuntabilitas (81,50) | (81,65) | (81,75) | (81,90) | (82,02)
Kinerja Kinerja OPD
Organisasi
Meningkatnya | Tingkat Nilai
Kualitas Kepuasan 80,00 80,50 80,75 81,00 81,50
Pelayanan terhadap
Intemnal Pelayanan
Organisasi internal
Organisasi

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh

Tahun 2010-2030, tugas dan fungsi Inspektorat Kota Payakumbuh tidak

berkaitan dengan rencana struktur dan pola ruang dalam RTRW sehingga
tidak dilakukan telaahan terhadap RTRW.
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3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik, Inspektorat
. Kota Payakumbuh melakukan pengawasan dalam rangka memperbaiki
kelembagaan organisasi, SDM dan peningkatan anggaran berbasis
akrual.

Dari beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi
pelayanan Perangkat Daerah maka munculah beberapa isu strategis di
Inspektorat Kota Payakumbuh vaitu :

1. Belum Optimalnya Penguatan Pengawasan dilingkungan Pemerintah
Kota Payakumbuh.
Penguatan pengawasan dengan Indikator Kinerja Nilai Indek
Reformasi Birokrasi pada Area Pengawasan ditetapkan sebagai isu
strategis pada Renstra ini. Hasil yang telah dicapai tahun 2021
dengan nilai indeks 68,42 dari target 65. Walaupun pencapaian diatas
target tp masih dalam kategori Baik (B). Besar harapan pada periode

Renstra ini pencapaian bisa masuk kategori Sangat Baik (BB).

2. Belum optimalnya Kualitas Evaluasi dilingkungan Pemerintah Kota
Payakumbuh.
Kualitas Evaluasi menggambarkan kondisi evaluasi yang dilakukan
oleh Inspektorat terhadap OPD-OPD yang ada di Pemerintahan Kota
Payakumbuh. Walaupun pencapaian isu strategis ini pada Renstra
sebelumnya sudah bagus, tapi nilai ini diharapkan tiap tahun harus
meningkat. Hal ini didukung dengan Bimtek secara menyeluruh
mengenai Penyusunan LKjIP yang sesuai dengan aturan yang
berlaku. Dan adanya komitmen dan ketegasan dari Pimpinan untuk
menjadikan hasil evaluasi kinerja Instansi sebagai dasar dalam

perencanaan tahun berikutnya.

e —————————
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasitkan
dalam jangka waktu 4 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi
yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan
daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome
program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan
dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana
untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan
tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Kota Payakumbuh

disajikan pada tabel berikut :

e ——————————
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Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Kota Payakumbuh
Indikat ndikat Capai T ¢ Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran
NO Tujuan ndikator Sasaran _Indikator apaian arge Tahun
Tujuan Tujuan/ Sasaran 2021 2022 2023 | 2024 | 2025 | 2026
(1) (2) 3 3 (4) (5) (6) (7) (8) (8) (9)
1 | Mewujudkan | Nilai Meningkatnya | Nilai Indek 68,42 65 65 66 66 67
birokrasi Evaluasi | Penguatan Reformasi
yang bersih | AKIP Pengawasan Birokrasi pada
dan Kota (A) Area
akuntabel Pengawasan
Meningkatnya | Nilai AKIP A A A A A A
Kualitas Kualitas Evaluasi
Evaluasi '
% Perangkat 100% 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Daerah yang
meningkat nilai
evaluasi Internal
dan Eksternal

e e e ——————————
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BABV

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Inspektorat Kota Payakumbuh
5.1.1 Strategi

Strategi adalah rumusan umum untuk mencapai sasaran secara

spesifik yang dijabarkan ke masing-masing kebijakan selama empat

tahun, meliputi:

1.

Mengawal pelaksanaan Reformasi Birokrasi diseluruh Perangkat
Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh

Melakukan pengawalan kepada seluruh Perangkat Daerah untuk
berkinerja dengan baik.

Melaksanakan pemeriksaan kasus/ khusus.

Melaksanakan pemeriksaan PKPT Bebasis Risiko per tahun.

5.1.2 Arah Kebijakan

Adapun Arah Kebijakan yang ditempuh untuk menjalankan strategi

tersebut adalah:

1.

Penerapan Reformasi Birokrasi diseluruh Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh

Peningkatan nilai SAKIP Perangkat Daerah menjadi lebih baik setiap
tahunnya.

Peningkatan penanganan pemeriksaan kasus/ khusus

Meningkatkan pemeriksaan PKPT Bebasis Risiko per tahun
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Tabel. 5.1

Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra

No Tujuan Sasaran Strategi Kebilakan 2023 2024 2025 2026
1 | Mewujudkan Meningkatnya Mengawal pelaksanaan Penerapan Reformasi N N A/ <
birokrasi yang penguatan Reformasi Birokrasi diseluruh Birokrasi diseluruh Perangkat
bersih dan pengawasan . .
akuntabel Perangkat Daerah Daerah di lingkungan
dilingkungan Pemerintah Pemerintah Kota
Kota Payakumbuh Payakumbuh
Melaksanakan pemeriksaan Peningkatan penanganan \/ '\f '\/ ‘\/
kasus/ khusus. pemeriksaan kasus/ khusus
Melaksanakan pemeriksaan Meningkatkan pemeriksaan '\/ \( \[ \/
PKPT Bebasis Risiko per PKPT Bebasis Risiko per
tahun
tahun
Meningkatnya Melakukan pengawalan Peningkatan nilai SAKIP N N N N
ES:“}:; kepada seluruh Perangkat Perangkat Daerah menjadi
Daerah untuk herkinerja lekih baik setiap tahunnya.
dengan bhaik.

. ————  ———— . . e ]
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BAB VI
RENCANA PROGRANMN DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis
dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan. Keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran tentunya
akan dapat mewujudkan keberhasilan pencapaian misi yang pada
akhirnya dapat pula mendukung keberhasilan pencapaian visi suatu

organisasi.

6.1 Program dan Kegiatan Tahun 2023-2026
Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Kota
Payakumbuh tahun 2023-2026 dapat dilihat pada Tabel 6.1 :

o ——————————Cv———
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Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Inspektorat

Kota Payakumbuh
argst Kerangka Pendanaan dan Kinerja 2023-202
Kt T Tahun 2023 Teh 2024“ e P:ﬂ:::ﬂ:u';:an e 202:ahun 2026 Kondiel Kinorja pada
Indlkator Klnerja P @ un a akhir perlode Renstra
TUJUAN SASARAN Program / Keglatan Tujuan/ Sasaran Lokasi
{ Program Keglatan Capalan § Tor06t | argar (Rp) | Target (Rp) Target {Rn) Target (Rp) Target ®Ro)

1 2 3 4 5 3 7 8 9 10 1 12 i3 14 16 6 17
Mewujudkan Maningkatnya PROGRAM Nil2 Indek Refarmast 66,42 65 65 235.646.568 66 448.343,857 66 404.955,367 67 395.000.878 &t 395.000.678 Inspeldorat
birokrasl yang | Penguatan PENYELENGGARAAN Blrokrasl pada Area Kota
bersth dan Pangawasan PENGAWASAN Pengawasan Payakumbuh
akuntabel

Keglaten Penyelangaraen | Persenfese 100% 100% | 100% 235.446.668 100% 448.143.857 100% 404.755.367 100% 394.800.878 100% 394.800.878
Pengawasan Internal pelaksanaan
pengawasan Intarnal
Keglatan Persentase 160% 100% | 100% 200.000 100% 200,000 100% 200.000 100% 200.000 100% 200.000
Penyelenggaraan pelaksanaan
Pangewasan dengan pengawasan dengan
- Tujuan Terlentu fjuan tertentu
Menlngkatnya PROGRAM 1. Rata - Rata Nila Adan Adan | Adan 200.000 Aden 140.000.600 Adan 125,000,000 Adan 122.000.000 Adan 122,000,000 Inspektorat
Kualitas PERUMUSAN AKIP PD hasil 100% 100% | 100% 100% 100% 100% 100% Kota
Evaluasl KEBIJAKAN, evaluasl Ingpektorat Payakembuh
PENDAMPINGAN DAN 2, Peresntage
ASISTENSI Perangket Daersh
yang menlngkat nilal
evaluagl Internal dan
Ekstetnal
Keglatan Pendamplngan Pezsentase 100% 100% | 100% 200.000 100% 140,000.000 160% 125.000.000 100% 122,000.000 100% 122.000.000
dan Aslstens Pendamplngan dan
Asistanst yang
dileksangken
PROGRAM 1. Nllal evaluesl AKIP Adan Adan | Adan | B.105428.810 | Adan | 8106428810 | Adan 8.106.428.810 Adan 8.108.428.810 Adan | 8.108.428.810 Inspektorat
PENUNJANG URUSAN Inspektorat 87,58 88,00 | 8850 88,75 89,00 89,25 89,25 Kota
PEMERINTAHAN 2. Nilal IKM Payakumbh
DAERAH Inspektorat
KABUPATENIKOTA
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Target Kerangka Pendanaan dan Kinerja 2023-2026

Kondisi Awel Data
Kondis! Kinerja pada
Indlkator Kinerja pada Tahun Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 akhir periods Rensira
TUJUAN BASARAN Program/ Keplatan Tujuan! Sasaran Lokast
ra I
IProganifegiten | Copalan | Target | yypy |y | Taget | o) | Tomet (Re) Target Rp) Target (Rp)

i 2 3 4 8 8 7 8 9 10 1 12 13 14 15 18 17
Kagiatan Perencenaan, Porsentase 100% 100% | 100% 8.000.000 | 100% 8.000.000 | 100% 8000000 | 100% 8.000.000 | 100% 8.000.000
Penganggaran, dan ketersediaan dokumen
Evaluasi Kinerja pelayanan publik
Parangkat Daergh ]

HKeglatan Administrasi Persentasa capaian 90% 0% 90% 7.500516.928 | 80% 7.500.516.928 | 90% 7500516928 | 90% 7.600.516,028 0% 7.500.516.528
Kauangan Perangkat realisas! keuangan
Dasrah program keglatan
Keglatan Administras| Persentase layanan 100% 100% | 100% 300.000 | 100% 300,000 | 100% 300000 | 100% 300.000 | 100% 300.000
Kepegawaian Perangkat kepagawaian yang
Dagrah sesuai standar
- Keglatan Administrasi Parsentase layanan 100% 100% | 100% 178.061.460 | 100% 178.081.460 [ 1900% 178.061.460 | 100% 178.061.460 | 100% 178.061.460
Umum Perangkat Dasrah | umum yeng sesual
standar
Keglatan Pengadaan Persentase kegiatan 100% 100% | 100% 100,000 | 100% 100.000 | 100% 100.000  100% 100.000 | 100% 100.000
barang milik Daerah pengadaan yang
Penunjeng Urusan diadakan
Pemerintah Dacrah -
Keglatan Penyediaan Persentese Jasa 100% 100% 100% 122.260.422 | 100% 122,280.422 100% 122.260.422 100% 122.260.422 100% 122.260.422
Jasa Penunjang Urusan Layanan Umum yang
Pemerintahan Dasrah dibayarkan
Kegiatan Pemeliharaan Parsentase Kondisi 80% 80% 80% 207.180.000 | 80% 207,180.000 80% 207,190,000 | 80% 207.180,000 80% 207.190.000
Barang Milix Dasrah BMD dalam keadaan
Penunjang Urusan balk
Pernerintahan Deerah
JUMLAH 8.252.275.478 8.604.772.667 8.546.384.117 8.533.429.608 8.533.429.688
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BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Inspektorat yang secara langsung menunjukkan
kinerja-kinerja yang akan dicapai Inspektorat sebagai komitmen untuk
mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPDT 2023-2026. Indikator

Kinerja Inspektorat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPDT 2023-
2026 ini dapat dilihat pada tabel 7.1
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Tabel 7.1
Tabel Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2023-2026

Kota Payakumbuh
Kondisi Kinerja pada Kondisi
awal Periode RPD Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran Kinerja_
NO Indikator Tujuan/ Sasaran 2023-2026 Tahun pgda_akhlr Ket
eriode
2021 2022 RPD 2023-
2023 2024 2025 | 2026 2026
(1) 2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 | Nilai Indek Reformasi Birokrasi pada 68,42 65 65 66 66 67 67 [KD
Area Pengawasan
2 | % Perangkat Daerah yang meningkat 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% (KD
nilai evaluasi Internal dan Eksternal
3 | Level Kapabilitas Aparat Pengawas 2+ 2+ 2+ 3 3 3 3 IKK
Intern Pemerintah (APIP)
4 | Maruritas Sistem Pengendalian Intrn 3 3 3 3 3 3 3 IKK
Pemerintah (SPIP)
5 | Nilai AKIP Kota Komponen Evaluasi 7,09 7,10 7,11 7,12 7,15 7,20 7,20 IKD
internal
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Tabel 7.2

Tabel Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2023-2026
Kota Payakumbuh

Kondisi Kinerja

pada awal Periode o Lt : Ki Kopdnsnd
RPD 2023-2026 Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun | Kinerja pada

NO | Indikator Tujuan/ Sasaran akhir Ket
Periode RPD
2021 2022
2023 2024 2025 2026 2023-2026
(1) (2) (3) (4) (5) (6) ) (8) () (10)
1 | Nilai Evaluasi AKIP AA A A A A A A IKK
Inspektorat

. . e ]
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BAB VIii
PENUTUP

Rencana Strategis Inspektorat Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026
bertujuan untuk menjelaskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan
yang dilaksanakan 4 (empat) tahun kedepan sesuai dengan tugas dan

fungsi Inspektorat serta menjadi acuan bagi perencanaan kinerja tahunan.

Untuk menjamin fleksibilitas maka terhadap Renstra perlu dilakukan
evaluasi tahunan yang memungkinkan bagi penyempurnaan dan
penajamannya dengan mengacu kepada Rencana Strategis dan Rencana

Kinerja Pemerintah Kota Payakumbuh.

Demikianlah Renstra ini dibuat untuk dapat dipergunakan

seperlunya, terima kasih.

B = L s el e e — — =]
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KETERKAITAN RPD DENGAN RENSTRA INSPEXTORAT KOTA PAYAKUMBUH

Rancangan Akhir Renstra Inspektorat Kota

i D ¥ wiield
Uraian RPD ¥cta Payakumbuh Tahun 2023-2026 Payakumbuh 2023-2026
Urusan/Fungsi Penunjang Urusan : Urusan/Fungsi Penunjang Urusan :
1. Tuniutan Efekiifitas Pengelolaan Pemerintahan dan  |1. Belum Optimalnya Penguatan Pengawasan di
Layanan Publik Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh
2. Belum oplimalnya penanganan terhadap TLHP baik |2. Belum Optimalnya Kualitas Evaluasi di Lingkungan
internal maupun eksternal; Pemerintah Kota Payakumbuh
Permasalahan |b. Sistem Pengendalian Intem Pemerintah (SPIP) .
. : 3. Belum optimalnya pengawasan Intemal
belum dilakukan pemerataan secara optimal;
¢. Belum optimalnya peran dan layanan APIP pada  {4. Kurangnya Tenaga Fungsional (JFA, PPUPD, dan
seliap tahapan pengelolaan pembangunan; perencanaan, [Auditor Kepegawaian) yang memiliki kemampuan dan
pelaksanaan dan pengawasan administrasi keahlian dalam bidang pengawasan teknis dan
pembangunan daerah. administrasif keuangan;
1. Belum Opt|malnyfla Penye[engg_araan_ Pemerintahan . |1. Belum Optimalnya Penguatan Pengawasan di
dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Berbasis Linakungan Pemerintah Kota Pavakumbuh
Isu Strategis  [Teknologi Informasi gklngan Femeriniah Kota Fayakumbu
2. Belum Optimalnya kualitas Evaluasi di Lingkungan
Pemerintah Kota Payakumbuh
Tujuan h;igtuﬁiudnya Pemerintah Yang Efekt, Efsien dan 1. Mewujudkan birokrast yang bersih dan akuntabe!
Sasaran 1. Mewujudkan birckrasi yang bersih dan akuntabel 1. Meningkatnya Penguatan Pengawasan
2. Meningkatnya Kualitas Evaluasi
Meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan 1. Pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas
pemerintah daerah Kinefja Instansi Pemerintah (SAKIP)
2. Peningkatan pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan
Strategi reformasi birokrasi
3. Peningatan kompetensi AP\P melalui pendidikan dan
pelafihan
4. Peningkatan implementasi SPIP
Pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja |- Mengawal pelaksanaan Reformasi Birokrasi
. . diseturuh Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah
Instansi Pemerintah (SAKIF)
Kota Payakumbuh
Peningkatan pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan {2,  Melakukan pengawalan kepada seluruh Perangkat
Arah Kebijakan |reformasi birokrasi Daerah untuk berkinerja dengan baik,

Peningatan kompetensi APIP melalui pendidikan dan
pelatihan

Peningkatan implementasi SPIP

3. Melaksanakan pemeriksaan kasusf khusus.

4. Melaksanakan pemeriksaan PKPT Bebasis Risiko

per tahun.




KETERKAITAN RPD DENGAN RENSTRA INSPEKTORAT KOTA PAYAKUMBUH
Program (pendanaan) (Satuan Rp)

R Target
No Program Realisas! 2021 2022 FIvH 2024 205 2025
RPD Renstra RPD Renstra RPD Renstra RPD Rensira RPD Renstra RPD Renstra RPD Renstra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 |Program Penunjang  |Program Penunjang
Urusan Pemerinizh  |Unusan Pemerintah | 7 g3 604 160( 7.813.908.10| 8.161.750.080] 8.161750060( B.016.428510] 8.016.428.810| 8016.428610| 8.016.428810 B16428.810| 8016.428810] 8016.428:810| 8016.428810
Daerah Kabupaien/  |Daerah Kabupaten/
Kota Kota
2 |Program Program
Penyelenggaraan  |Penyelenggaraan 733.312040| 733312040| 621.365.230| 621.355.230 235.646.668| 235646668 448.343.857| 448.343.857 404.955.367| 404955367 395000878 395000878
Pengawasan Pengawasan
3 |Program Perumysan  [Program Perumusan
Kebijakan, Kebiakan, 796.917.301)  796917.301]  365.894.710|  366.894.710 200.000 200.000{  140.000.000( 140.000.000{ 125000.000( 125.000.000] 122.000.000] 122.000.000
Pendampingan dan  |Pendampingan dan
Asistansi Agistensi




KETERKAITAN RPD DENGAN RENSTRA INSPEKTORAT KOTA PAYAKUMBUH
Program (indikator program)

No Program Indikator Satuan Realisasi 2021 0 CTvR) Tza(l]rggt 2005 T
RPD Renstra RFD Rensira RPD Renstra RPD Renstra RPD Renstra RPD Renstra RPD Renstra RPD Renstra RPD Renstra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 [Program Program Nilal evaluasi AKIP  |Nilai evaluasi AKIP Nilai Nilat A A A A A A A A A A A A
Penuniarg Urusan|Penunjang Urusan|Inspektorat Inspektorat
Nilal IKM Inspektorat |Nilai IKM Inspektorat Nilai Nilai 87,58 87,58 88,00 88,00 88,50 §8,50 88,75 88,75 89,00 89,00 89,25 89,25
2 |Program Program Nital Indek Reformasi |Mitai Indek Reformasl | Nilai Nilai 6842 | 6842 | 6500 | €500 | 6500 | 6300 | e500 | 6600 | 6500 | 6600 | 6700 | 67,00
Penyelenggaraan |Penyelenggaraan |Birokrasi pada Area |Birokrasi pada Area
Pengawasan Pengawasan Pengawasan Pengawasan
3 |Program Program Rata - Rata Nilat AKIP |Rata - Rata Nilai AKIP|  Nilai Nilai A A A A A A A A A A A A
Pergmusan Perumusan PD hasil evaluasi PD hasll evaluasi
Kebijakan, Kebijakan, Inspektorat Inspektorat
Pendampingan  |Pendampingan
Asistensi tan Asistensi
Persentase Perangkat|Persentase Perangkat| Persen | Persen 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Daerah yang Daerah yang tase {ase
meningkat nilai meningkat nilai
evaluasi Intemal dan |evaluasi Internal dan
Ekstemnal Ek




KETERKAITAN RPD DENGAN RENSTRA INSPEKTORAT KOTA PAYAKUMBUH

Indikator
Indikator Satuan Realisasl 2021 Torget
No 2022 2023 2024 2025 2026
RPD Renstra RFD Renstra RPD Renstra RPD Rensfra RPD Renstra RPD Renstra RPD Renstra RPD Renstra
1 2 3 4 § 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 |Nilai evaluasi AKIP Nilai evaluasi AKIP Nilgi Nilai A A A A A A A A A A A A
|In_sgektorat Inspektorat
2 |Nilai IKM Inspektorat  |Nilai (KM Inspektorat Nilai Nilgi 8758 87,58 88,00 88,00 88,50 88,50 88,75 88,75 85,00 89,00 80,25 89,25
3 |Nitai Indek Reformast  |Nilal Indek Reformasi Nitai Nilai 68,42 68,42 65,00 65,00 85,00 65,00 66,00 66,00 66,00 66,00 67,00 67,00
Birokrasi padaArea |Birokrasi pada Area
Pengawasan Pengawasan
4 |Rata - Rata Nilai AKIP [Rata - Rata Nilai AKIP Nitat Nilai A A A A A A A A A A A A
PD hasil evaluasi PD hasil evaluas!
Inspektorat Inspektorat
5 |Persentase Perangkat |Persentase Perangkat | Persentase | Persentase 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Daerah yang Daerah yang
meningkat nilai maningkat nilal
evaluasi Internal dan  |evaluasi Intemal dan
Eksternal E I
6 lLevel Kapabilitas Level Kapabilitas Level Level 2+ 2+ 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3
Aparat Pengawas Apasat Pengawas '
Intern Pemerintah Intem Pemerintah
(APIP) (APIP)
7 [Maruritas Sistem Maruritas Sistsm Level Level 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Pengendalian [ntrn Pengendalian Intm
Pemerintah (APIP) __ [Pemerintah (APIF) _
8 |Nilai AKIP Kota Nilai AKIP Kota Nilai Nilai 7.09 7,09 7,10 7,10 711 Il 7,12 7,12 7.15 7.15 7,20 7,20
Komponen Eveluasi  [Komponen Evaluasi
lintemal Intemal




SASARAN

Maningkatrya Akuntabliitas Layanan Pomerintah

INDIKATOR KINERJA
Nilsl Evaluasi AKIP Kota

SASARAN

Heningkatnya Kumitan Evaluas

INCIKATOR KINERJA

- Niai AKIP Kualitas Evaluas!
- % Parangkat Dasrzh yang meningkat nfai

evaluas| Inlemal dan Ekslemal

|
I 1
SASARAN SASARAN
Meningkatnya Kapabitas APIP Meningkalnya Penerapzn
SPIP
INDIKATOR KINERJA INCIKATOR KINERJA
Level Kapabitas AFIP -% Perangkal Daerah yang
pensrapan SPIPnya memadal
-Nilal Maturitas SPIP
1
I_ I I ]
SASARAN SASARAN SASARAN SASARAN SASARAN
Men p han p Merirgkatnya pemah Maning kesadarzn ASN Mening) | zl Meningiatrya pengukuran alas unsur SPIP
penfalan Kapabilitas APIP OPD tarkalt pengelolagn dafam Gratfikas! dan Saber Perangkat Dasrah
Keuangan dan Aset Pungli
INDIKATCR KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIXATOR XINERJA INDIKATOR KINERJA
- Level clemen peran dan layanan % Penurunan tamuan =% ASN yang melaporkan - % Perangkat Daerah yang - % OPD yang mealngkat unsurlingkungzn
- Level elemen pangelolaan SDM Keuangan dzn Asat Gratifikagl dan Saber pungli menarapkan 21 pengendallan
- Level elemen Prakik Profasional - Jumlah kasua Gratifiksei dan - % OPD y2ng meningkat pengukuran ynsur
- Level elemen Akurtablitas dan % OPD yang memahar! Sabar punglhyeng dilaparkan resko
Manajemen Kinerja pengsielagn Keysngandan - % OPD yang meningkat unsur keglatan
- Lovel eleman Buduya dan Hubungan Aset pengendslian
Organizas| - % OPD yang maaingkat alas pengukuran
- Level slemen Struldur Tata Kelata unsur informasl dan kemynikast
- % OPD yang meningkat pengukuran atas
unsur pemantauan pengendalian intam
SASARAN EASARAN SASARAN
Terak p h&n dok Meningkatnya pambir Terdakasananya pengukuran alas unsur SFIP
penflalan Kapabiiss AFIP pada Parangkat Daarah
INDIXATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA,
- Jumlah dokuman elemen peran dan - % Parangkat Daerah yang - Jumlzh RTP yang dkumpulkan
|zyanan yang disiapwn dilne - Jumlah QPD yang diakukan eveluasi SPIP
- Jumlah dokumen elemen pengelolzan - Jumigh OPD yang terfayanl - Jurilah OPD yang dilakukan rekepitulasi
SOM yang disizpkan calam konsultes] dan hasil evaluasi SRIP
- Jumlah dokumen elamar Praktk Coaching Clinle - Jumlah Leporan yang dikinm
Profesional yang dialagkan

- Jumlah dokuman elamen Akuntablitas
dan Manajemen Kinerja yang disiapkan -
Jumlah dokumen elaman Budaya dan
Hubungan Organlsasl yang distapkan

- Jumlah dolamen elaman Strukdur Tata
Relolayang dislapkan

]
SASARAN
eningkatnys kualitas parg .
kouangan daerah C 9 dgBKD
INDIKATOR KINERJA
Opini LKFD darl BPX
SASARAN
Menirgkatnya Penguatan Pangawasan
INDIKATCR KINERJA
Nilal Indek Reformas! Sirokrasl pada Area
Pengawasan
L !

SASARAN SASARAN
Meningkatnya pengawasan |Meaningkatnya Penyslesaian
Intamal Tingak Lanjut Hasl Temuan

Pangawasan
INDIKATOR KIRERJA INDIKATOR KINERJA
Persentase Panarbitan LHP 1. Persentase Rakomendasi
seliap tahun Hasll Pemeriksaan Ekstemal
yang ditindak Lanjul
2. Persantase Rekomendasi
Has Pemariksaan Intemal
yang ditindak Lanjul
[ | !

SASARAN SAGARAN SASARAN SASARAN
Meningkatnya pamerkk Meningkatnya pemerik Meningkatnya monltering Meningkattya pembinean
reguler kasuskhusus Temuan hasl per rhadap ASN dalam

menindaklanjutl Tetnuen
Pemarksaan
INDIXATOR KINERJA. [NDIKATOR KINERJA, INDIXATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA
P Pelak ! P duan yang - Jumlah menilaning yang Jumizh Rekomendasl yang
PKPT periahun diproses diakukan diterbitkan
- Jurlah dokurnen bukti TLHP
[ | [

SASARAN SASARAN SASARAN
Terzksananya Auditf Reviu/ Terzkzananya pameriksaan Tedaksananya Gelar
Evaluas| kasts/khusug Pengawasan

INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA. INDHKATOR KINERJA
Jumleh Aud! Reviw Evaluas| " Jumlah pererksaan kasus Jumlah Gelar Fangawazan
yang dilaksanaan yang dilaksanakan yang dilaksenaken

- Juriah pemariksaan khusus
yang dilaksanakan




